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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SwT'karena dengan izin dan

kuasa Nya " Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru

" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LPPD ini memuat gambaran

umum pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sampai dengan tahun ZAZI.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Mantrsia berkepentingan dalam mewujudkan

siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan berkesinambungan, terinci,

terukur serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk mendukung penciptaan tata

kelola kepemerintahan yang baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru

merupakan hasil evaluasi mandiri Pemda (self-assessmenfJ terhadap berbagai

dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tata cara penyusunan

LPPD diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2AAZ Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan lnformasi Laporan

Penyelenggaraan Lapora n Pemerintahan Daera h Kepada Masya rakat.

Demikian penyusunan LPPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru semoga bermanfaat adanya, atas

kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang turut berpatisipasi diucapkan terima

kasih.

Kotabaru, t8 Januari2024

BADAN KEPEGAWAIAN
BER DAYA
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 DASAR HUKUM 
 

a. Dasar Hukum Penyusunan LPPD  

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang 

disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat 

yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun 

anggaran.. Penyusunan LPPD dilakukan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 
Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam 

penyusunan LPPD Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor                         

100/ 4 /Pem-Setda tentang Persiapan Penyusunan LPPD Tahun 

2023 
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b. Dasar Hukum Pembentukan SKPD 

Penyelenggaraan pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada saat ini adalah 

melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis, yang melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kotabaru  Nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru 

serta Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru. 

 

 

1.2  DATA UMUM  
 

a. Sturuktur Organisasi 

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru terdiri dari: 

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

2) Sekretariat terdiri dari : 

 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

3) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur terdiri dari: 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

4) Bidang Mutasi dan Promosi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

5) Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi terdiri dari : 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

6) Kelompok Jabatan Fungsional; 
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Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dapat dilihat dalam 

gambar berikut: 

 
 

b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati  Kotabaru 

Nomor 185 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumbe Daya Manusia Kabupaten Kotabaru 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 

bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 

melaksanakan tugas  menyelenggarakan fungsi : 

1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang 

kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia;  

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia; 

3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pengadaan dan 

pengembangan aparatur;  
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4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di bidang mutasi dan promosi;  

5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di bidang disiplin, kesejahteraan 

dan informasi;  

6) Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

7) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan 

Lingkup tugasnya;  

8) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja 

pelaksanaan program/ kegiatan di UPTD; dan  

9) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

SEKRETARIAT  

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, 

menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang pengelolaan 

pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian 

penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta 

pengelolaan umum dan kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja 

dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi 

umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di Sekretariat;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga 

dan kepegawaian;  
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4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan 

capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan 

pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi 

umum, rumah tangga dan kepegawaian;  

5. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian 

kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban 

keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga 

dan kepegawaian;  

6. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di 

Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

7. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang 

bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan 

secara proporsional dan profesional;  

8. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan 

masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, 

evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta 

keprotokolan;  

9. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 

meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;  

10. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi 

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, 

dan perlengkapan;  

11. merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja 

(RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan Laporan kinerja bulanan, 

triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan 

bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai 

metodologi dan ketentuan yang berlaku; KABUPATEN 

KOTABARU  

12. merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat 

menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat 

tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor 

serta pengadaan bahan pustaka;  
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13. merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan 

pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan 

barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, 

pengaturan perjalanan Badan pemeliharaan kebersihan, 

perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;  

14. merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan 

upacara, rapat Badan dan penerimaan tamu;  

15. merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan 

yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Badan dan kegiatan 

Badan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan 

hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum 

kepegawaian;  

16. memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap bidang 

kepegawaian dan pengembangan SDM dan penyelesaian 

administrasi pegawai negeri sipil lingkup Badan meliputi 

Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut 

Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;  

17. memberikan usul dan saran kepada Kepala Badan selaku atasan 

langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai 

bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian 

suatu permasalahan;  

18. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

19. melaksanakan evaluasi pelaksanaan hasil kegiatan Badan;  

20. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

21. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  
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22. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan  

23. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

 

BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR  

Bidang Pengadaan dan Pengembangan Aparatur 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas– tugas di bidang pengadaan dan pengembangan aparatur 

yang meliputi formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi. Uraian tugas 

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di 

bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan 

penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) bidang formasi dan pengadaan, diklat teknis 

fungsional dan penjenjangan serta pengembangan kompetensi;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang formasi 

dan pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang formasi dan 

pengadaan, diklat teknis fungsional dan penjenjangan serta 

pengembangan kompetensi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan ASN 

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada sub bidang yang 

bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan 

secara proporsional dan profesional;  
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9. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

10. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Badan 

terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya.  

 

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI  

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok 

merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang 

mutasi dan promosi yang meliputi mutasi, kepangkatan, jabatan 

administrasi dan JPT. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah 

sebagai berikut:  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja 

di bidang mutasi, kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang mutasi, kepangkatan, 

jabatan administrasi dan JPT;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan jabatan administrasi dan JPT;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  
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6. mensosialisasikan kebijakan dan program kerja bidang mutasi, 

kepangkatan, jabatan administrasi dan JPT;  

7. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup 

Badan terkait tugas dan fungsinya;  

8. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang 

agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya.;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup 

Badan terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya.  

 

BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI  

Bidang Disiplin, Kesejahteraan dan Informasi 

mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa 

tugas di bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi yang meliputi 

pembinaan disiplin, melaksanakan proses administrasi penjatuhan 

hukuman disiplin, penilaian kinerja pegawai, peningkatan 

kesejahteraan pegawai, fasilitasi lembaga profesi ASN, pengolahan 

data dan informasi kepegawaian. Uraian tugas sebagaimana 

dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja 

di bidang disiplin, kesejahteraan dan informasi;  
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2. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang disiplin, kesejahteraan 

dan informasi;  

3. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

5. menetapkan laporan program kerja di bidang disiplin, 

kesejahteraan dan informasi;  

6. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi disiplin, 

kesejahteraan dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya;  

7. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan dan 

fungsinya;  

8. mendisposisikan kegiatan kepada Sub Bidang yang 

bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan 

secara proporsional dan profesional;  

9. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya;  

10. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 

berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;  

11. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup 

Badan terkait tugas dan fungsinya;  

12. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait 

lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;  

13. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit 

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;  

14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,dan  

15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya  
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c. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Jumlah, 

Jabatan/Eselon dan Kualifikasi Pendidikan  

 
Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru 

keadaan  sampai dengan Desember 2023 sebanyak 46 orang terdiri 

dari 37 orang berstatus PNS,  2 orang berstatus PPPK,  7 orang 

berstatus Non PNS yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.2.1                                                                                                       
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS                                                           

Berdasarkan Tingkat Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2023 

No Tingkat Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Golongan I       

  I / a - - - 

  I / b - - - 

  I / c 1 - 1 

  I / d - - - 

2 Golongan II       

  II / a - - - 

  II / b - - - 

  II / c 1 1 2 

  II / d 2 1 3 

3 Golongan III       

  III / a 7 4 11 

  III / b 2 1 3 

  III / c 5 2 7 

  III / d 2 4 6 

4 Golongan IV       

  IV / a 2 1 3 

  IV / b 1 - 1 

  IV / c - - - 

  IV / d - - - 

5 Golongan PPPK       

  VII - - - 

  IX 1 1 2 

  X - - - 

6 Non PNS 4 3 7 

          

Jumlah 28 18 46 
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Tabel 1.2.2 
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS BKPSDM                                                   

Berdasarkan Jabatan / Eselon dan Jenis Kelamin Tahun 2023 
 

No Jabatan 
PNS PPPK NON PNS 

Total 
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. Eselon II a 1 - 1 - - - - - - 1 

2. Eselon II b - - - - - - - - -   

3. Eselon III a 1 - 1 - - - - - - 1 

4. Eselon III b 2 1 3 - - - - - - 3 

5. Eselon IV a 1 - 1 - - - - - - 1 

6. Eselon IV b - - - - - - - - -   

7. Fungsional  5 6 11 1 1 2 - - - 13 

8. Pelaksana 13 7 20 - - - - - - 20 

9. Non PNS - - - - - - 4 3 7 7 

Jumlah 23 14 37 1 1 2 4 3 7 46 

 

 

Tabel 1.2.3 
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS  

Berdasarkan Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tahun 2023 
 

No 
Tingkat 

Pendidikan 

PNS PPPK NON PNS 
Total 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1. 
Pasca Sarjana 
(S2) 

2 3 5 - - - - - - 5 

2. Sarjana (S1) 15 10 25 1 1 2 1 1 2 29 

3. 
Diploma IV 
(DIV) 

- - - - - - - - - - 

4. 
Diploma III 
(DIII) 

2 1 3 - - - 1 - 1 4 

5. SLTA 2 1 3 - - - 2 2 4 7 

6. SLTP 1 - 1 - - - - - -  1 

7. SD - - - - - - - - -   

Jumlah 22 15 37 1 1 2 4 3 7 46 
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d. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 sampai dengan Bulan Desember 

2023 adalah sebagai berikut : 
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e. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 

2023 dapat dilihat dalam Buku Inventaris Barang sebagaimana 

berikut : 
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU 
BUKU INVENTRIS 

 
Provinsi   : Kalimantan Selatan 
Kab. / Kota                : Pemerintah Kabupaten Kotabaru 
Bidang : Bidang Kepegawaian 
Unit Organisasi          : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
Sub Unit Organisasi   : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
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NOMOR SPESIFIKASIBARANG 
 

 

Bahan 

 
Asal/Cara

Perolehan

Barang 

 
Tahun

Pem-

belian 

Ukuran 

Barang/ 

Konstruksi 

(P,S,D) 

 

 

Satuan 

 
KeadaanBa

rang(B/KB

/RB) 

JUMLAH 
 

 

Keterangan  
Urut 

 
KodeBarang 

 
Register 

 
Nama/JenisBarang 

Merk/

Type 

No.SertifikatNo.

PabrikNo.Chasis

No.Mesin 

 

 

Barang 

 

 

Harga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1.3.2.05.002.001.036 

1.3.2.05.003.003.005 

1.3.2.05.003.003.006 

1.3.2.05.002.001.036 

 

1.3.2.05.001.005.088 

1.3.2.05.002.006.008 

1.3.2.10.001.002.002 

1.3.2.10.001.002.001 

1.3.2.10.002.003.003 

1.3.2.10.002.002.009 

1.3.2.10.002.002.009 

1.3.2.10.002.003.017 

1.3.2.05.002.004.001 

1.3.2.05.002.006.038 

 

 Kursi Kerja 

Kursi Kerja Eselon II 

Kursi Kerja Eselon III 

Kursi Kerja Non Eselon 

Lemari Arsip 

Sound System 

Laptop 

PC All In One 

Printer 

Scanner  A3 

Scanner 

External / Portable Hardisk 

Kulkas 

Dispencer 

Vacum Cleaner 

Area 

Kelly 

Oasis 

Montana 

Lokal 

Hardweel 

Lenovo 

Lenovo 

Canon 

Plustek 

Hp 

Toshiba 

Sharp 

Bolde 

Elextrolux 

 

 

- 

- 

 Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

Pembelian 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

 Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Buah 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

11 

1 

1 

7 

2 

1 

17 

12 

4 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

                        18.700.000,00 

5.350.000,00 

5.150.000,00 

11.900.000,00 

4.900.000,00 

34.950.000,00 

                      221.000.000,00 

156.000.000,00 

13.200.000,00 

15.000.000,00 

15.220.000,00 

4.905.000,00 

7.662.944,00 

6.197.969,00 

3.493.401,00 

 

 

 

 

Jumlah 523.629.314,00 
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1.3  PERENCANAAN KINERJA 

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan yang terkait 

dengan Tugas dan Fungsi dalam urusan Pemerintahan Kabupaten 

Kotabaru Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia selama 5 (lima) Tahun dan mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru 

2021-2016 sebagai berikut : 

VISI 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN 

MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG 

AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN”. 

Dari visi tersebut diatas juga telah ditetapkan Misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan 

pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan. 

2. Meningkatkan kualitas masyarakat yang religius, lebih sehat, 

cerdas dan kreatif serta terampil. 

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan 

transparan. 

 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Kotabaru tersebut, maka sesuai dengan tugas  dan 

fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru memiliki peran dalam pencapaian Misi ke 

3 (tiga). 

Misi Ke- 3 (tiga)  : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik 

melalui penyelenggaraan pemerintahan yang 

melayani, akuntabel dan transparan. 
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Tujuan   : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah 

yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel dan 

transparan 

Sasaran  : Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan 

indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat 

Strategi : Meningkatkan Layanan Kepegawaian 

 

Tabel 1.3.1                                                                                          
Rencana Strategis (RENSTRA)                                                          

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 

Visi 
Terwujudnya masyarakat kotabaru yang semakin mandiri dan 

sejahteramelalui peningkatan di bidang agribisnis dan 
kepariwisataan 

Misi Ke- 3 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel dan 
transparan 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Terwujudnya Tata 
Kelola 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Jujur, Responsif, 
Terbuka, 
Akuntabel, dan 
Transparan 

Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik 
dengan Indikator 
Kinerja Indeks 
Kepuasan Masyarakat  

Meningkatkan 
Layanan 
Kepegawaian 

1. Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur serta 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Kepegawaian 
Berbasis Teknologi 
Informasi 

2. Pemantapan Standar 
Kompetensi dan 
Pengembangan 
Kompetensi bagi 
Aparatur 
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Tabel 1.3.2                                                                                           
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 

Tahun 2021-2026 

 

 

Tabel 1.3.3                                                                                           
Target RPJMD Kabupaten/kota pada RKPD Kabupaten                              

Tahun 2021-2026 

No Sasaran Program Prioritas  Indikator Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Akhir 

Periode 
RPJMD 

Target RPJMD Kabupaten/kota pada 
RKPD Kabupaten / kota Tahun ke  

2022 2023 2024 2025 2026 

21 Meningkatnya 
Birokrasi yang 
bersih, 
akuntabel yang 
melayani 
  

  Nilai SAKIP B BB B B BB BB BB 

  Program  
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase 
layanan dukungan 
administrasi 
kesekretariatan 
yang sesuai SOP 

100 100 100 100 100 100 100 

    Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Persentase 
Rekrutment, 
Penempatan dan 
Promosi sesuai 
kompetensi  

53,01 65 55 57 60 62 65 

    Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Persentase 
Peningkatan 
Kompetensi ASN 

53,16 85 65 70 75 80 85 
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru mengelola 3 Program,13 Kegiatan dan 

53 Sub Kegiatan yaitu:   

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-

SKPD 

f. Evaluasi Perangkat Daerah 

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

 
1.2.  Administasi Keuangan Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 

e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

b. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 

c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 
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1.4   Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

g. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD 

 
1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

a. Pengadaan Mebel 

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

 
1.6 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 
1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
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2.   Program Kepegawaian Daerah 

2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 

a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 

Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadan ASN 

c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 
 

e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

g. Pengelolaan Data Kepegawaian 

 
1.2 Mutasi dan Promosi ASN 

a. Pengelolaan Promosi ASN 

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

 
1.3 Pengembangan Kompetensi ASN 

a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 

 
1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

c. Pembinaan Disiplin ASN 

d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 

 
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3.1  Pengembangan Kompetensi Teknis 

a.  Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis 

Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi 

Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum 
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3.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi   

Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, tenaga 

Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama 

Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta 

Jabatan Fungsional 

b.  Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi 

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 

Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan. 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 

2.1  CAPAIAN KINERJA MAKRO 

 

2.2 CAPAIAN KINERJA  PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

 
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 

- 

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 

- 

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

  Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan 

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu Urusan 

Kepegawaian. 

  Terdapat 3 (tiga) Outcome Indikator kunci yang 

diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 dimana 

outcome dan capaian kinerjanya yaitu : 

1. IKK Outcome 

 

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) 

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

 

Indikator Kinerja 
Kunci Keluaran 

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan 

Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk 

guru dan tenaga kesehatan) 

Rumus Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke 
atas / seluruh jumlah pegawai x 100% 

Capaian Kinerja 1.005 /1.571  X 100% = 63,97 % 
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2. IKK Otucome 

 

Rasio Pegawai Fungsional (%)                                                      

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

 

Indikator Kinerja 
Kunci Keluaran 

Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak 

termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

Rumus Jumlah pegawai pegawai PNS fungsional / 
Jumlah pegawai pemerintah x 100% 

Capaian Kinerja 244 /1.571.  X 100% =  15,53 % 
 

 

 

3. IKK Outcome 

 

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)                                                      

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 

 

Indikator Kinerja 
Kunci Keluaran 

Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat 

Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru 

dan tenaga kesehatan) 

Rumus Jumlah pegawai fungsional yang memiliki 
sertifikat kompetensi / seluruh jumlah 
pegawai fungsional x 100% 

Capaian Kinerja 54 /249 X 100% = 21,68% 
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2.2.3  Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) 

No Fungsi Penunjang No Indikator Kinerja 
Kunci  

Capaian Kinerja Sumber Data Ket. 

1 
 

KEPEGAWAIAN 

 

1 
 

Rasio Pegawai 
Pendidikan Tinggi 
dan Menengah/ 
Dasar (%) (PNS 
tidak termasuk guru 
dan tenaga 
kesehatan) 

 
            Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan PT ke atas 

                             Seluruh Jumlah Pegawai  

1.005 

1.571 

63,97 % 

 

Badan 
Kepegawaian 
dan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

 

 

2 
 

Rasio pegawai 
Fungsional (%) 
(PNS tidak 
termasuk guru dan 
tenaga kesehatan) 

 

Jumlah Pegawai PNS Fungsional 

 Jumlah Pegawai Pemerintah 

244 

1. 571 

15,53 % 

 

3 
 

Rasio Jabatan 
Fungsional 
bersertifikat 
Kompetensi (%) 
(PNS tidak 
termasuk guru dan 
tenaga kesehatan) 

 

Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Kompetensi 

                            Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional 

54 

249 

21,68 % 

 

 

X  100 % 

X  100 % 

X  100 % 

X  100 % 

X  100 % 

X  100 % 
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2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

 
Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan 

capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi 

pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kinerja kepala daerah. 

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, 

tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang 

berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan 

strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. 

 

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 

 

Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan 

dicapai organisasi. Untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kotabaru 

yaitu “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTABARU YANG SEMAKIN 

MANDIRI DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DI BIDANG 

AGROBISNIS DAN KEPARIWISATAAN”.  

sebagaimana yang dicanangkan dalam Renstra Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru tahun 2021-2026, Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia kabupaten kotabaru adalah “TERWUJUDNYA 

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN 

PROFESIONAL”. 

 

 

 

VISI 
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  Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan 

gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Perumusan misi 

mengacup ada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru yang harus dilaksanakan yaitu : 

 
 Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui 

Peningkatan Kualitas Berbasis Kompetensi 

2. Meningkatkan Pengembangan ASN Melalui Sistem Rekretmen yang 

Transparan dan Pola Karir yang sesuai Kompetensi 

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur 

4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Data 

Informasi ASN berbasis Sistem Teknologi Informasi 

 

 

 

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia menetapkan tujuan strategis yang 

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin 

dicapai atau dihasilkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. 

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang 

ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu 

Jangka pendek ( satu tahun) dalam rentang waktu masa Renstra.  

 

 

 

 

 

MISI 

TUJUAN  dan  SASARAN 
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Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru adalah : 

1. Meningkatkan Kinerja ASN 

2. Meningkatkan Pelayanan  Administrasi Kepegawaian yang Tepat, 

Cepat dan Akurat. 

 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan 

sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN 

1. Tersedianya Aparatur Sipil 

Negara yang memenuhi standar 

kompetensi 

Persentase ASN yang 

ditempatkan sesuai dengan 

kompetensi 

Persentase ASN yang memenuhi 

standar kompetensi 

2. Meningkatnya disiplin pegawai 

ASN 

Persentase tingkat kedisiplin ASN 

3. Meningkatnya kualitas 

pelayanan administrasi 

kepegawaian 

Indeks kepuasan pelayanan 

Pepegawaian 
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 Informasi Capaian Akuntabilitas Pemerintah Daerah memuat : 

 
a)   Target kinerja dalam perjanjian kinerja; 

   Perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sesuai dengan formulir 

perjanjian kinerja satuan kerja perangkat daerah BKPSDM Kabupaten 

Kotabaru terdiri dari 3 sasaran strategis dengan 3  indikator kinerja 

sebagai berikut: 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN              

SUMBER DAYA MANUSIA 
KABUPATEN KOTABARU 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target 
Sesudah 

APBD 
Perubahan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Tersedianya Aparatur Sipil 
Negara yang memenuhi 
standar kompetensi 

Persentase ASN yang 
ditempatkan sesuai 
dengan kompetensi 

75 persen 

Persentase ASN yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

25 persen 

2 Meningkatnya disiplin 
pegawai ASN 

Persentase Tingkat 
Kedisiplinan ASN 

91 persen 

3 Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

Indeks kepuasan 
pelayanan 
kepegawaian 

86 persen 
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b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target 

perjanjian kinerja; 

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran strategis dan 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
Capaian 

% 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Tersedianya Aparatur 
Sipil Negara yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase ASN 
yang ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

75 persen 78,16 
persen 

104,21 
persen 

Persentase ASN 
yang memenuhi 
standar kompetensi 

25 persen 14,13 
persen 

56,52 
persen 

2. Meningkatnya disiplin 
pegawai ASN 

Persentase Tingkat 
kedisiplinan ASN 

91 persen 92,47 
persen 

101,61 
persen 

3. Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

Indeks kepuasan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

86 persen 80,48 
persen 

93,58 
persen 

Rata-rata capaian Sasaran Strategis 88,98 

 

c) pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya; 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Realisasi 

2021 
Realisasi 

2022 
Realisasi 

2023 

1. Tersedianya Aparatur 
Sipil Negara yang 
memenuhi standar 
kompetensi 

Persentase ASN 
yang ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

56,08 
Persen 

78,57 
persen 

78,16 
persen 

Persentase ASN 
yang memenuhi 
standar 
kompetensi 

- 28,61 
persen 

14,13 
persen 

2. Meningkatnya disiplin 
pegawai ASN 

Persentase Tingkat 
kedisiplinan ASN 

94,24 
persen 

93,29 
persen 

92,47 
persen 

3. Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
kepegawaian 

Indeks kepuasan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

84,83 
persen 

82,65 
persen 

80,48 
persen 
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d) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam 

pembangunan jangka menengah; 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Target 
RPJMD 

2023 

Realisasi 
2023 

Capaian 

1. Tersedianya 
Aparatur Sipil 
Negara yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

Persentase ASN 
yang ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

75 persen 78,16 
persen 

104,21 
persen 

Persentase ASN 
yang memenuhi 
standar 
kompetensi 

25 persen 14,13 
persen 

56,52 
persen 

2. Meningkatnya 
disiplin pegawai 
ASN 

Persentase 
Tingkat 
kedisiplinan ASN 

95 persen 92,47 
persen 

97,33 
persen 

3. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
administrasi 
kepegawaian 

Indeks kepuasan 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

85 persen 80,48 
persen 

94,68 
persen 
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e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan 

hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan 

 

Jenis 

Efisiensi 

Tahun 2022 Tahun 2023 

Struktur 

organisasi 

badan 

Peraturan Bupati Kotabaru  

Nomor 149 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru 

Peraturan Bupati Kotabaru  

Nomor 185 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru 

Tipe B Tipe B 

JPT 1 

Adminstrator 4 

Pengawas 2 

JPT 1 

Adminstrator 4 

Pengawas 2 

Refocusing 

Program 

dan 

Kegiatan 

3 program 13 kegiatan             

45 Sub Kegiatan 

3 program 13 kegiatan             

53 Sub Kegiatan 

Anggaran Rp. 36.847.736.797 Rp. 35.780.752.526 

Realisasi 

anggaran 
Rp. 25.899.451.092 Rp. 26.679.770.909 

Capaian 

kinerja fisik 
99,58 persen 98,67 persen 

Capaian 

kinerja 

keuangan 

71,88 persen 74,56 persen 
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f).  Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. 

 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Bidang Program Kegiatan / Sub Kegiatan 
Pagu                   
(Rp.) 

Realisasi     
(Rp.) 

Tersedianya 
Aparatur Sipil 
Negara yang 
memenuhi 
Standar 
Kompetensi 

Persentase 
ASN yang 
ditempatkan 
sesuai dengan 
kompetensi 

Mutasi dan 
Promosi 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

  

  1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun 5 Orang 1 Orang 

 
 

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian & Informasi 
Kepegawaian ASN 

  

 
 

1. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 
Pemberhentian 

1109 Orang 1109 Orang 

  Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 50 Dokumen 20 Dokumen 

  1. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 

  2. Pengelolaan Promosi ASN 50 Dokumen 20 Dokumen 

  Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN   

 
 

 
1. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 

Fungsional 
130 Dokumen 130 Dokumen 

 
Persentase 
ASN yang 
memenuhi 
standar 
kompetensi 

Pengadaan dan 
Pengembangan 
Aparatur 

Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian & Informasi 
Kepegawaian ASN   

  1. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 

 
 2. Penyusunan kebutuhan Jenis & Jumlah Jabatan 

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 
1 Dokumen 1 Dokumen 

 
  3. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 

PPPK 
1 Dokumen 1 Dokumen 

   Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN   

   1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 
 
 
 

20 Orang 20 Orang 
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Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Bidang Program Kegiatan / Sub Kegiatan 
Pagu                   
(Rp.) 

Realisasi     
(Rp.) 

    
Program 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis   

   1. Penyelenggaraan  Pengembangan Kompetensi 
Teknis Umum Inti & Pilihan Bagi Jab. 
Administrasi Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah 
Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum 

30 Orang - 

    Kegiatan Sertifikasi Kelembangan Pengembangan 
Kompetensi Manajerial & Fungsional 

  

  
 

  1. Penyusunan Kebijakan Teknis & Rencana 
Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan 
Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi 
Sumber Belajar Kerjasama Pengembangan 
Kompetensi Pimpinan Daerah JPT 
Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan 
Fungsional 

1 Dokumen 1 Dokumen 

    2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 
Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi 
Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan 
Prajabatan 

30 Laporan 30 Laporan 

   Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   

    
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN 
12 Dokumen 12 Dokumen 

Meningkatnya 
Disiplin ASN 

Persentase 
Tingkat 
Kedisiplinan 
ASN 

Disiplin 
Kesejahteraan 
dan Informasi 

Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

  

   
 

1. Sosialisasi Perundang-undangan 
 

300 Orang 300 Orang 
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Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Bidang Program Kegiatan / Sub Kegiatan 
Pagu                   
(Rp.) 

Realisasi     
(Rp.) 

   Program 
Kepegawaian 
Daerah 

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 
Kepegawaian ASN 

  

    1. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 5 Lembaga 5 Lembaga 

    2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 14 Dokumen 14 Dokumen 

    3.  Pengelolaan Data  Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 

    Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   

    1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 9 Dokumen 9 Dokumen 

    2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi 
Pegawai 

200 Orang 200 Orang 

    3. Pembinaan Disiplin ASN 1.100 Orang 1.020 Orang 

    4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 
ASN 

10 Laporan 10 Laporan 

Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
yang tepat cepat 
dan akurat 

Indeks 
Kepuasan 
Pelayanan 
Adminstrasi 
Kepegawaian 

Sekretariat Program 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian  Perangkat 
Daerah 

  

 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

182 Paket 182 Paket 

    

 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   

 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 
Penerangan Bangunan Kantor 

6 Paket 6 Paket 

    3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Paket 12 Paket 

    4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.876 Paket 15.619 Paket 

    5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 6 Paket 6 Paket 

   
 

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

12 Dokumen 12 Dokumen 

    7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 

    8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

1.185 Laporan 1.185 Laporan 

    9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 
 

9 Dokumen 9 Dokumen 
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Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Bidang Program Kegiatan / Sub Kegiatan 
Pagu                   
(Rp.) 

Realisasi     
(Rp.) 

    Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

  

    1. Pengadaan Mebel 21 Unit 21 Unit 

    2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42 Unit 42 Unit 

 
  

 
3. Pengadaan Sarana & Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
9 Unit 5 Unit 

    Kegitan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

  

    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 

   2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air 
dan Listrik 

45 Laporan 25 Laporan 

   3. Penyediaan Pelayanan Umum Kantor 355 Laporan 350 Laporan 

   Kegiatan Pemeliharaan Banrang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

  

    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya 
Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan 

28 Unit 27 Unit 

    2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor & 
Bangunan Lainnya 

2 Unit - 

    3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana 
Gedung Kantor / Bangunan Lainnya 

39 Unit 36 Unit 

    4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

27 Unit 26 Unit 

    Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

  

    1.   Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

10 Dokumen 10 Dokumen 

    2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen 

    3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

1 Dokumen 1 Dokumen 
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Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Bidang Program Kegiatan / Sub Kegiatan 
Pagu                   
(Rp.) 

Realisasi     
(Rp.) 

    4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 

    5.  Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD 

2 Dokumen 2 Dokumen 

    .  6.   Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

32 Laporan 32 Laporan 

    7.   Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 

    Kegiatan Adminstrasi Keuangan  Perangkat Daerah   

    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/ 
bulan 

39 Orang/ bulan 

    2. Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

12 Dokumen 12 Dokumen 

    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 

2 Laporan 2 Laporan 

    4. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir  16 Laporan 16 Laporan 

    5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

1 Dokumen 1 Dokumen 
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PROGRAM DAN KEGIATAN 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU  

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 

Tahun 2023 

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 
Renja SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total 

realisasi kinerja tahun 2023)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja 
SKPD s/d tahun 2023 

(%) 

2 3 
4          5                                                                    6 

K Rp  K   Rp  K Rp 

BELANJA        35.780.752.526      26.679.770.909 
 99,67 74,56 

       
  

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

   24.305.461.485 

 

  20.723.339.047 

 

     99,17 

 

  85,26  

 

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

   169.491.943           169.030.500  

 

   100,00  

 

99,73 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

10 dokumen 62.873.322 11 dokumen 62.863.500 100,00 99,98 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

1 dokumen 4.999.462 1 dokumen 4.966.800 100,00 99,35 

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD 

1 dokumen 5.499.886 1 dokumen 5.408.000 100,00 98,33 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 

1 dokumen 4.999.925 1 dokumen 4.975.600 100,00 99,51 

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD 

1 dokumen 5.499.746 1 dokumen 5.329.600 100,00  96,91 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

32 laporan 13.160.000 32 laporan 21.462.300 100,00 99,64 
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Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 

Tahun 2023 

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 
Renja SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total 

realisasi kinerja tahun 2023)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja 
SKPD s/d tahun 2023 

(%) 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

7 laporan 47.920.000 7 laporan 64.024.700 100,00 99,91 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

   21.209.271.248   18.099.391.810    100,00  

 

 85,34  

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN 

28 Bulan 7.131.080.520 28 Bulan 5.116.260.799 100,00 71,75 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 dokumen 13.470.696.694 12 dokumen 12.392.233.911 100,00 91,99 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Keuangan SKPD 

12 dokumen 547.975.227 12 dokumen 531.436.000 100,00 96,98 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 laporan 4.999.926 2 laporan 4.999.000 100,00 99,98 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran SKPD 

16 laporan 52.558.121 16 laporan 52.503.800 100,00 99,90 

Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

Jumlah Dokumen Laporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran tersusun 

1 dokumen 1.960.7600 1 dokumen 1.958.300 100,00 99,87 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

   261.070.964   185.644.107 76,53 71,11 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

182 paket 100.850.000 182 paket 100.535.000 100,00 99,69 

Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang 
dipulangkan 

5 orang 76.589.5000 1 orang 2.868.300 20,00 3,75 

Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan yang 
diselenggarakan 

300 orang 83.631.464 300 orang 82.240.807 100,00 98,34 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

   1.383.588.600   1.187.898.824 94,93 85,86 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan Bangunan 
Kantor yang disediakan 

6 paket 15.555.965 6 paket 15.555.286 100,00 100,00 
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Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 

Tahun 2023 

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 
Renja SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total 

realisasi kinerja tahun 2023)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja 
SKPD s/d tahun 2023 

(%) 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
disediakan 

12 paket 57.362.263 12 paket 56.154.557 100,00 97,89 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang disediakan 

16.876 paket 374.338.000 15.619 paket 270.186.868 92,55 72,18 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang disediakan 

6 paket 67.206.744 6 paket 34.661.450 100,00 51,57 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 
yang disediakan 

12 dokumen 6.600.000 12 dokumen 6.090.000 100,00 92,27 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

12 laporan 35.998.017 12 laporan 22.654.500 100,00 62,936 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

1185 laporan 807.678.000 1.123 laporan 763.753.163 94,77 94,56 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

9 paket 18.849.611 9 paket 18.843.000 100,00 99,96 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

   537.969.640   523.629.314 97,87 97,33 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 21 unit 51.844.640 21 jenit/unit 46.000.000 100,00 88,73 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang disediakan 

42 unit 460.325.000 42 unit 460.275.000 100,00 99,99 

Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang disediakan 

9 unit 25.800.000 5 unit 17.354.314 55,56 67,26 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

   444.755.000   366.483.192 93,66 82,40 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

12 laporan 7.400.000 12 laporan 2.479.000 100,00 33,50 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang disediakan 

45 laporan 51.225.000 25 laporan 38.254.192 55,56 74,68 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
disediakan 

355 laporan 386.130.000 350 laporan 325.750.000 98,59 84,36 
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Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 

Tahun 2023 

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 
Renja SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total 

realisasi kinerja tahun 2023)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja 
SKPD s/d tahun 2023 

(%) 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

   299.314.090   191.261.300 89,63 63,90 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang dipelihara dan 
dibayarkan pajaknya 

28 unit 181.764.090 27 unit 124.680.200 96,43 68,59 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang dipelihara/ 
direhabilitasi 

2 unit 20.000.000  unit - - - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan yang 
dipelihara/ direhabilitasi 

39 unit 23.790.000 36 unit 11.300.000 92,31 47,63 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang dipelihara/ 
direhabilitasi 

27 unit 73.760.000 26 unit 55.251.100 96,30 74,91 

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH    5.546.392.026   3.393.347.069 96,07 61,18 

Pengadaan, Pemberhentian dan 
Informasi Kepegawaian ASN 

   1.397.339.458   1.052.478.360 100,00 75,32 

Perumusan Bahan Kebijakan 
Pengadaan ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Perumusan 
Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 

1 dokumen 80.044.919 1 dokumen 22.970.000 100,00 28,70 

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis 
dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 
Pengadaan ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 
Rencana Kebutuhan, Jenis dan 
Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 
Pengadaan ASN 

1 dokumen 59.999.860 1 dokumen 50.420.726 100,00 84,03 

Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 
PNS dan PPPK 

Jumlah Dokumen Kegiatan 
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 
PNS dan PPPK 

1 dokumen 520.749.386 1 dokumen 332.272.169 100,00 63,81 

Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 
Pemberhentian 

Jumlah Dokumen Kegiatan 
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 
Pemberhentian 

130 dokumen 182.777.522 130 dokumen 160.241.607 100,00 87,67 

Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang 
difasilitasi 

5 lembaga 14.999.800 5 lembaga 3.050.000 100,00 20,33 

Pengelolaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

14 dokumen 486.022.785 14 dokumen 449.925.858 100,00 92,57 
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Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 

Tahun 2023 

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 
Renja SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total 

realisasi kinerja tahun 2023)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja 
SKPD s/d tahun 2023 

(%) 

Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 
Data Kepegawaian 

2 dokumen 52.745.186 2 dokumen 33.598.000 100,00 63,70 

Mutasi dan Promosi ASN    998.360.589   637.189.987 100,00 64,89 

Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Jabatan Administrasi, Jabatan 
Pelaksana dan Mutasi ASN Antar 
Daerah 

50 dokumen 49.998.630 20 dokumen 1.406.000 40,00 2,81 

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Dokumen Pengelolaan 
Kenaikan Pangkat ASN 

2 dokumen 438.361.959 2 dokumen 361.308.101 100,00 82,42 

Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 
Promosi ASN 

200 dokumen 510.000.000 128 dokumen 274.475.886 64,00 53,82 

Pengembangan Kompetensi ASN    2.293.829.875   895.003.519 100,00 39,02 

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan 
Pendidikan Lanjutan 

20 orang 2.178.318.875 20 orang 824.539.419 100,00 37,85 

Fasilitasi Pengembangan Karir dalam 
Jabatan Fungsional 

Jumlah ASN Jabatan Fungsional 
yang Mendapatkan Layanan 
Pengembangan Karir 

1109 orang 115.511.000 1109 orang 70.464.100 100,00 61,00 

Penilaian dan Evaluasi Kinerja 
Aparatur 

   856.862.104   808.675.293 99,47 94,38 

Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 
Kinerja Aparatur 

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 
Penilaian dan Evaluasi  Kinerja 
Aparatur 

9 dokumen 669.133.200 9 dokumen 662.233.199 100,00 98,97 

Pengelolaan Pemberian Penghargaan 
Bagi Pegawai 

Jumlah ASN yang diberikan 
Penghargaan 

200 orang 52.652.580 200 orang 28.256.891 100,00 53,67 

Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan 
Pembinaan Kedisiplinan 

1100 orang 62.190.000 1.020 orang 49.042.000 92,73 78,86 

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 
Disiplin ASN 

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 
ASN 

10 laporan 72.886.324 10 laporan 69.141.113 100,00 94,86 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

   5.928.899.015   2.563.084.793 99,04 43,23 

Pengembangan Kompetensi Teknis    56.993.623   - - - 
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Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi 

Tahun 2023 

 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 
Renja SKPD yang dievaluasi  (Jumlah total 

realisasi kinerja tahun 2023)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja 
SKPD s/d tahun 2023 

(%) 

PenyelenggaraanPengembangan 
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan 
Pilihan bagi Jabatan Administrasi 
Penyelenggara Urusan Pemerintahan 
Konkuren, Perangkat Daerah 
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan 
Umum 

Jumlah ASN yang Mengikuti 
Pengembangan Kompetensi 

30 orang 56.993.623 - orang - - - 

Sertifikasi, Kelembagaan, 
Pengembangan Kompetensi 
Manajerial dan Fungsional 

   5.871.905.392   2.563.084.793 100,00 43,65 

Penyusunan Kebijakan Teknis dan 
Rencana Sertifikasi Kompetensi, 
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga 
Pengembang Kompetensi, Sumber 
Belajar, Kerjasama, Pengembangan 
Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan 
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan 
Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 

Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis 
dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, 
Pengelolaan Kelembangaan, Tenaga 
Pengembang Kompetensi, Sumber 
Belajar, Kerjasama, Pengembangan 
Kompetensi Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, 
Kepemimpinan dan Prajabatan, serta 
Jabatan Fungsional yang disusun 

1 dokumen 807.993.126 1 dokumen 499.289.405 100,00 61,79 

Penyelenggaraan Pengembangan 
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Fungsional, Kepemimpinan, dan 
Prajabatan 

Jumlah Laporan Hasil 
Penyelenggaraan Pengembangan 
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Fungsional, Kepemimpinan dan 
Prajabatan 

30 laporan 5.063.912.266 30 laporan 2.063.795.388 100,00 40,75 

    
35.780.752.526   26.679.770.909   

Rata-rata capaian kinerja (%) 
  

    98,67 74,56 

Predikat kinerja 
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 Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2023 antara lain 

adalah :  

1. Tidak terlaksananya mutasi untuk JPT Pratama dikarenakan sebagian 

besar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masih menjabat dibawah 2 

Tahun. 

2. Masih kurangnya minat PNS mengisi alokasi formasi Tugas Belajar, 

khususnya Dokter Spesialis. 

3. Adanya kesamaan waktu pelaksanaan dengan kegiatan lain yang 

memang prioritas Tingkat nasional. Selain itu, tidak diketahuinya info-

info terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi oleh ASN yang 

bertugas di kecamatan. 

4. adanya keterbatasan kuota peserta PKP oleh BPSDM Propinsi dan 

tingginya intensitas program kerja sebagian besar pejabat pimpinan 

tinggi pratama, sehingga belum dapat mengikuti PKN Tingkat II.  

5. Asistensi penilaian kinerja pegawai harus lebih optimal dilaksanakan 

mengingat system Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP) mengalami 

perubahan di Tahun 2023. 

6. Adanya beberapa formasi jabatan yang tidak terisi karena tidak ada 

pelamar PPPK yang mencapai nilai maksimal sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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 Beberapa langkah solusi yang dilaksanakan oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru untuk  menyelesaikan permasalahan antara lain: 

1. Mutasi JPT Pratama akan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 

2024. 

2. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, agar memberikan motivasi 

kepada PNS yang jabatannya linier dengan formasi tugas belajar yang 

kosong. Selain itu, menyampaikan kepada TAPD kiranya 

menambahkan jumlah alokasi bantuan dana tugas belajar dan 

menyampaikan pula kepada pimpinan kiranya menyediakan fasilitas 

yang memadai dan mendukung kinerja di RS untuk para dokter 

spesialis yang nantinya lulus. 

3. Akan dilakukan penjadwalan secara terstruktur dan menyebarluaskan 

ke kecamatan terkait info- info pengembangan kompetensi.  

4. koordinasi ke BPSDMD Propinsi agar kuota dapat ditambah pada tahun 

2024 dan atau nantinya konsultasi dengan TAPD agar disetujui untuk 

pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan dengan pola fasilitasi. Pimpinan 

akan memaksimalkan koordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi 

pratama, kiranya sebagian tugas dapat dilimpahkan ke pejabat 

setingkat dibawahnya, sehingga mereka dapat mengikuti PKN Tk II 

pada tahun 2024.  

5. Perlu dioptimalkan asistensi langsung ke masing-masing pegawai agar 

tingkat kepedulian untuk membuat dan melaporkan penilaian kinerja 

pegawai (SKP) bisa lebih baik di tahun berikutnya. 

 

 

 
 



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHUSIA

BAB III

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah

laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat

yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2414 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2A19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LppD) ini

menyajikan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya lVanusia Kabupaten Kotabaru selama Tahun

Anggaran 2023

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LppD)

ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dan

kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar penyusunan LppD tahun

berikutnya dapat Iebih sempurna.

Kotabaru, t8 Januari 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
BAN UI/IBER DAYA SIA

KOTA

Pd
NtP 19661109 198s03 1 001
Pembina Tk I (lv/b)
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